
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1027, 2017 KEMEN-DPDTT. Penataan Persebaran Penduduk.  

 

PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian, Pasal 88 ayat (4) dan  Pasal 93 Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan 

Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 
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MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENATAAN 

PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Transmigrasi  adalah perpindahan penduduk secara 

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

menetap di kawasan transmigrasi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah. 

2. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia 

yang berpindah secara sukarela ke kawasan 

transmigrasi. 

3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 

memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat 

usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan 

berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau 

lokasi permukiman transmigrasi. 

4. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat WPT adalah wilayah potensial yang 

ditetapkan sebagai pengembangan permukiman 

transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan 

kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya 

direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan 

wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah. 

5. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan 

sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung 

pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang 

sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 
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6. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya 

disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas 

beberapa satuan permukiman yang salah satu 

diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan 

menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan 

baru. 

7. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan 

permukiman atau bagian dari satuan permukiman 

yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat 

usaha Transmigran. 

8. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP 

adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan 

permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu 

kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus 

sampai dengan lima ratus) keluarga. 

9. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut 

SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan 

permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu 

kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus 

sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan 

hasil pembangunan baru. 

10. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya 

disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa 

permukiman penduduk setempat yang dipugar 

menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru 

dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai 

dengan lima ratus) keluarga. 

11. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang 

selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman 

penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan 

Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 

12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 

serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
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13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. 

14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. 

15. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat 

KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang 

ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi 

sebagai Pusat Pelayanan Kawasan. 

16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 

serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

KPB.  

17. Rencana Teknis Satuan Permukiman yang selanjutnya 

disingkat RTSP adalah dokumen hasil perencanaan 

teknis satuan permukiman. 

18. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang 

selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi 

untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi. 

19. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang 

selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang 

disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala SKP. 

20. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan 

penduduk setempat yang ditetapkan sebagai 

Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat 

tinggal di SP-Tempatan. 

21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan 
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